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SALINAN

 
 

 
 
 

 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR  26  TAHUN 2023 

TENTANG 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN                 
NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH               
BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 
Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan 

Publik di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. 
Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini 

sehingga perlu dicabut; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar 
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, Standar Operasional Prosedur ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Hulu Sungai 
Selatan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Standar Operasional 
Prosedur Pelayanan Publik di Lingkup Rumah Sakit Umum 

Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063); 
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4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5072); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6865); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6865); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi 
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 704); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang 
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

 

 

 



- 3 - 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan   Nomor 3); 

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2021 
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum 
Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 73); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2015 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 

PUBLIK DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND 
H. HASAN BASRY KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI 

SELATAN. 

 

Pasal 1 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan 
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik di 

Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 

Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 
Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 14 Juni 2023 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
ttd. 

 

          ACHMAD FIKRY 
 

Diundangkan di  Kandangan 

pada tanggal 14 Juni 2023 

            SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 

                         ttd. 

 
              MUHAMMAD NOOR 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2023 NOMOR 26 
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